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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Makro Ekonomi 

Teori dasar dalam ilmu ekonomi biasanya dibedakan menjadi dua 

bentuk teori, yaitu teori mikroekonomi dan makroekonomi. Kata mikro dan 

makro itu berasal dari Yunani yaitu mikro artinya kecil sedangkan makro 

artinya besar. Teori mikroekonomi atau ekonomi mikro menggambarkan 

tentang kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat dengan memperhatikan 

bagian kecil dari kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan teori 

makroekonomi atau ekonomi makro memperhatikan berbagai aspek kegiatan 

ekonomi secara keseluruhan. 

Menurut Sukirno dalam teori ekonomi makro apabila yang dibicarakan 

produsen maka yang diperhatikan adalah kegiatan produsen secara 

keseluruhan. Begitupun apabila yang diperhatikan adalah tingkah laku 

keseluruhan konsumen dalam menggunakan pendapatannya. Selain itu dalam 

analisis makro ekonomi yang perlu diperhatikan pula adalah peranan 

pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian.
12

 

Zakaria dalam bukunya juga berpendapat bahwa ekonomi makro 

memusatkan perhatian pada kebijaksanaan ekonomi dengan variabel-variabel 

ekonomi yang secara menyeluruh. Variabel-variabel ekonomi tersebut adalah 

tingkat pendapatan nasional, pajak, belanja Negara, pengangguran, inflasi 
                                                           

12
 Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga 

Keynesian Baru, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), Hal. 3. 
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investasi nasional, jumlah uang beredar, tingkat harga-harga umum, tingkat 

bunga, investasi nasional, neraca pembayaran internasional, hutang 

pemerintah.
13

 

Berdasarkan seluruh pemaparan mengenai makro ekonomi diatas dapat 

dipahami bahwa analisis makro ekonomi bersifat lebih global atau menyeluruh. 

Menerangkan tentang bagaimana permintaan dan penawaran menentukan 

tingkat kegiatan dalam perekonomian, permasalahan yang sering dihadapi 

setiap perekonomian dan peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah 

dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. 

B. Gross Domestic Product (GDP) 

Gross Domestic Product / GDP adalah penjualan seluruh barang dan 

jasa yang diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan negeri maupun 

perusahaan asing yang beroperasi didalam negara tersebut pada suatu 

waktu/periode tertentu.
14

 

GDP atau biasa disebut Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya 

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di 

suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir 

yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang 

digunakan.
15

 

Menurut Jinghan dan Manurung Produk Domestik Bruto menghitung 

hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor 

                                                           
13

 Junaiddin Zakaria, Pengantar Teori Ekonomi Makro, (Jakarta: GP Press, 2009), Hal. 1. 
14

 Apridar, Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam 

Aplikasinya Edisi 2, (Yogyakarta: Expert, 2018),  Hal.93.  
15

 www.bi.go.id, Produk Domestik Bruto, diakses pada tanggal 17 juli 2019 pukul 22.35 

WIB. 
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produksi tersebut. Semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian 

tersebut output nya diperhitungkan dalam PDB. 

Menurut Sukirno Produk Domestik Bruto didefinisikan sebagai produk 

nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri  (milik 

warga negara dan orang asing) dalam suatu negara. PDB merupakan salah satu 

ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan 

barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.
16

 

Untuk menggambarkan berbagai perubahan ekonomi maka diperlukan 

penyajian angka PDB yang dapat menggambarkan kejadian kejadian tersebut. 

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai 

barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai 

barang yang digunakan.  PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 

setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 

satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.   

PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran, 

dan struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, PDB konstan digunakan 

untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak 

dipengaruhi oleh faktor harga. PDB juga dapat digunakan untuk mengetahui 
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 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2013), Hal.17. 
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perubahan harga dengan menghitung deflator PDB (perubahan indeks implisit). 

Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDB menurut harga berlaku dan 

PDB menurut harga konstan. 

Pada  penghitungan angka PDB ada tiga pendekatan yang dapat 

digunakan, yaitu:  

1. Pendekatan Produksi  

PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, 

biasanya satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya 

dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha, yaitu: (a) Pertanian, 

Perternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan. (b) Pertambangan dan 

Penggalian. (c) Industri Pengolahan. (d) Listrik, Gas dan Air. 

(e)Bangunan/Konstruksi. (f) Perdagangan, Hotel, dan Restoran. (g) 

Angkutan dan Komunikasi. (h) Keuangan, Sewa Bangunan, dan Jasa  

2. Pendekatan Pendapatan  

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor 

produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka 

waktu tertentu, biasanya satu tahun. Komponen balas jasa faktor produksi 

yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan 

keuntungan. Semua komponen tersebut dijumlahkan sebelum dipotong 

pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam pengertian PDB, 

kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak 

tidak langsung neto.   
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3. Pendekatan Pengeluaran  

PDB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu: 

a. Pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak 

mencari untung 

b. Pengeluaran Konsumsi pemerintah 

c. Pembentukan modal tetap domestik bruto 

d. Perubahan stok 

e. Ekspor neto yang dihitung dari ekspor dikurangi impor.  

Dari ketiga pendekatan penghitungan tersebut, secara konsep alangkah 

baiknya jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk 

faktor-faktor produksinya.  

Dari beberapa macam perhitungan yang sudah dipaparkan ada beberapa 

manfaat dan keterbatasan dalam pehitungan PDB, diantaranya:
17

 

1. Perhitungan PDB dan Analisis Kemakmuran 

Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang 

tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan jumlah 

penduduk. Angka tersebut dikenal sebagai PDB per kapita. Biasanya makin 

tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap semakin tinggi.  

Namun disisi lain, pendekatan ini juga memiliki kelemahan yaitu 

tidak terlalu memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya angka 
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 Rahardja Prathama dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar 

Edisi Kelima, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), Hal. 

31-33. 
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PDB per kapita kurang memberikan gambaran yang terperinci tentang 

kondisi kemakmuran suatu negara.  

2. Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial 

Perhitungan PDB maupun PDB perkapita juga dapat digunakan 

untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. 

Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat 

pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan 

masa depanyang lebih baik. Hubungan positif PDB perkapita dengan 

kesejahteraan sosial adalah makin tinggi PDB per kapita, tingkat 

kesejahteraan sosial akan membaik. Jika PDB naik maka daya beli 

masyarakat, kesempatan kerja, kesehatan dan gizi, pendidikan dan lain 

sebagainya akan meningkat. 

Namun, masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak 

memperhatikannya dimensi nonmaterial. Sebab PDB hanya menghitung 

output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik/materi yang dapat diukur 

dengan nilai uang. PDB tidak menghitung output yang tidak terukur oleh 

uang misalnya ketenangan batin. 

3. PDB Per Kapita dan Masalah Produktivitas 

Angka PDB per kapita dapat mencerminkan tingkat produktivitas 

suatu negara. Semakin tinggi angka PDB per akpita suatu negara tingkat 

produktivitas negara tersebut juga semakin tinggi. Namun tidak selalu teori 

ini menjadi benar karena ada berbagai keadaan yang mengharuskan teori 

tersebut harus dikesampingkan.  
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Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara, ada 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: 

a. Jumlah dan komposisi penduduk, bila jumlah penduduk semakin besar 

dan komposisinya sebagian besar adalah penduduk usia kerja dan 

pendidikan tinggi, maka tingkat output dan produktivitasnya baik. 

b. Jumlah dan struktur kesempatan kerja, jmlah kesempatan kerja 

yangmakin besar memperbanyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam 

proses produksi. Namun komposisi kerja disini juga berpengaruh, apabila 

komposisi kerja hanya sektor pertanian maka produktivitas pekerja juga 

kurang baik, karena sektor pertanian memiliki nilai tambah yang rendah 

berbeda dengan industri dan jasa. 

c. Faktor-faktor makroekonomi, yang tercakup dalam faktor makroekonomi 

antara lain etika kerja, tata niali, faktor kebudayaan dan sejarah 

perkembangan. 

4. Perhitungan PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat 

Angka statistik PDB indonesia yang dilaporkan oleh BPS hanya 

mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu statistik PDB belum 

mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misalnya upah 

pembantu rumah tangga, begitu juga dengan kegiatan petani buah yang 

langsung menjual produknya kepasar. 
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C. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah (Goverenment Expenditures) tercermin dalam 

APBN termasuk Belanja Negara yang berarti kewajiban Pemerintah Pusat yang 

diakui sebagai pengurang kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah 

Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
18

 

Menurut Mangkoesoebroto dalam modul ekonomi publik, Pengeluaran 

pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah 

menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa,  pengeluaran 

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
19

 

Menurut Sukirno pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan 

fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonmian 

dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah 

setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belnja 

Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini 

adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan 

kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga dari beberapa pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa 

pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah 

yang digunakan untuk belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan 
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 Bank Indonesia, Meta Data : Operasi Keuangan Pemerintah Pusat, dalam www.bi.go.id 

diakses pada 22 Mei 2019 pukul 21.10 wib. 
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 Ferry Prasetya, Modul Ekonomi Publik Bagian V : Teori Pengeluaran Pemerintah, 

(Malang: Universitas Brawijaya), Hal.3.  
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Dana Desa dengan harapan mampu menstabilkan harga, tingkat output, 

maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan 

ekonomi. 

Menurut Suparmoko pengeluaran negara dapat ditinjau dari berbagai 

segi seperti berikut ini, (1) Pengeluaran yang merupakan investasi yaitu 

menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi pada masa yang akan datang.     

(2) Pengeluaran yang secara langsung dapat memberikan kegembiraan dan 

kesejahteraan kepada masyarakat. (3) Pengeluaran yang merupakan 

penghematan untuk pengeluaran yang akan datang. (4) Pengeluaran untuk 

menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli 

yang lebih luas. 

Dari tinjauannya tersebut, jenis pengeluaran pemerintah dikelompokkan 

berdasarkan macam-macamnya seperti berikut : 

1. Pengeluaran yang sebagian atau seluruhnya bersifat self liquiditing, yaitu 

pengeluaran yang mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang 

menerima barang-barang/jasa-jasa yang diberikan pemerintah. 

2. Pengeluaran yang reproduktif, yaitu pengeluaran yang mewujudkan 

keuntunbgan-keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat sehingga 

mampu meningkatkan penghasilan masyarakat, yang kemudian dengan 

memfungsikan pajak pada akhirnya akan dapat menaikkan penerimaan 

negara. 

3. Pengeluaran yang tidak self liquiditing dan tidak produktif yaitu 

pengeluaran yang dapat langsung menghibur atau menggembirakan dan 



29 
 

 
 

kesejahteraan masyarakat, antra lain bidang-bidang rekreasi, pendirian 

monument, objek turisme dan sebagainya. Pengadaan objek-objek tadi 

dapat pula menaikkan pendapatan nasionbal sebagai akibat dari jasa objek 

tersebut. 

4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan 

pemborosan, misalnya pembiayaan pertahanan/perang, meskipun pada saat 

pengeluarannya penghasilan perorangan yanfg menerimanya akan naik. 

5. Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang, 

missalnya pengeluaran untuk anak yatim, jika hal ini tidak dilakukan lebih 

dini, kebutuhan pemeliharaan (pendidikan dan kesejahteraan) anak-anak 

yatim itu akan lebih besar pada usia tua. 

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomain menurut 

John F.Due :
20

 

1. Produksi, pemerintah dapat memengaruhi tingkat GNP (Gross National 

Product) nyata dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dipakai 

dalam produksi, melalui program-program pengeluaran, misalnya 

pendidikan. Juga melalui program-program pembiayaannya yang dapat 

mengubah kesediaan para pemilik faktor untuk menyediakan faktor-faktor 

tersebut. 

2. Distribusi, pemerintah dapat mempengaruhi pola distribusi pendapatan riil 

melalui penyediaan keuntungan – keuntungan disatu pihak, dan 

pengurangan pendapatan riil dari sector swasta dilain pihak, yang hasil 
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akhirnya adalah satu pola pendapata yang lain daripada bila tidak ikut 

campur tangan dari pemerintah. 

3. Konsumsi, pemerintah mengalokasikan kembali sumber – sumber  

ekonomi dari berbagai barang ke barang – barang atau jasa – jasa  lainnya 

dengan memproduksi barang umum dan barang – barang/jasa – jasa  yang 

mengandung keuntungan eksternal. Kegiatan pemindahan ini mengubah 

alokasi dari sumber – sumber ekonomi karena masing-masing para 

pemberi dan penerima mempunyai pola pengeluaran yang berlainan. 

Pajak-pajak yang dipakai untuk membiayai kegiatan - kegiatan tersebut 

dapat mengakibatkan relokasi dari sumber-sumber ekonomi. Pemerintah 

data memengaruhi efisiensi dalam perilaku masuarakat dalam kegiatan 

ekonomi. 

4. Keseimbangan Perekonomian, dilihat dari efek terhadap stabilisasi dan 

pertumbuhan ekonomi. Dinyatakan bahwa program-program pengeluaran 

serta pembiayaan akan dapat mempengaruhi tingkat pencapaian full-

employment dengan mengubah pengeluaran total dalam perekonomian, 

dan karenanya mengubah GNP. Program-program tersebut dapat juga 

memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Penentu-penentu pengeluaran pemrintah dan fungsi pengeluaran 

pemerintah menurut Sadono Sukirno: 

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima 

Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran 

pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam penyusunan 
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anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi 

mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah 

pajak yang dapat dikumpulkan , makin banyak pula perbelanjaan 

pemerintah yang akan dilakukan 

2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai  

 Pemerintah penting sekali perannya dalam perekonomian, 

kegiatannya dapat memanipulasi/mengatur kegiatan ekonomi kearah yang 

diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah  

mengatasi masalah pengangguran, menghindsri inflasi dan mempercepat 

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-

tujuan tersebut sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang lebih 

besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. 

3. Pertimbangan politik dan keamanan 

Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu 

menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja 

pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan diantara berbagai golongan 

masyarakat dan daerah sering berlaku diberbagai negara didunia. Keadaan 

seperti ini menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat 

besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan.
21

 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Indonesia, 

pengeluaran negara/pemerintah (government expenditures) dibedakan menjadi 
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dua yaitu pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok belanja dan 

pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran pembiayaan.
22

 

1. Belanja  Negara 

a. Belanja Pemerintah Pusat 

1. Pengeluaran Rutin; (a) Belanja pegawai. (b) Belanja barang. (c) Belanja 

modal. (d) Pembiayaan bunga utang. (e) Subsidi. (f) Belanja hibah.    

(g) Bantuan social. (h) Belanja lain-lain. 

2. Pengeluaran pembangunan. (a) Pembiayaan Pembangunan Rupiah;      

(b) Pembiayaan proyek 

b. Dana yang Dialokasikan ke Daerah 

1. Dana Perimbangan, antara lain : (a) Dana Bagi Hasil; (b) Dana Alokasi 

Umum; (c) Dana Alokasi Khusus. 

2. Dana otonomi khusus dan penyeimbang/penyesuaian belanja operasi 

dan belanja modal sebagaimana diuraikan diatas disajikan berdasarkan 

jenis belanja. Dalam hal belanja disajikan menurut fungsinya seperti 

contoh berikut. (a) Pelayanan umum; (b) Pertahanan; (c) Ketertiban dan 

keamanan; (d) Ekonomi; (e) Lingkungan hidup; (f) Perumahan dan 

fasilitas umum; (g) Kesehatan; (h) Pariwisata, budaya dan agama;       

(i) Pendidikan; (j) Perlindungan sosial. 

3. Pengeluaran Pembiayaan, seperti: (a) Pengeluaran Obligasi Pemerintah; 

(b) Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri; (c) Pembayaran lain-lain 
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Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokan 

menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. 

1. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos 

utama yang dapat digolongkan menjadi, (a) Pengeluaran pemerintah untuk 

pembelian barang dan jasa; (b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji 

pegawai; (c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer 

payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar 

barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada 

warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan 

langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, 

pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara 

ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama 

dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.   

2. Sedangkan dalam tinjauan mikro, perkembangan pengeluaran pemerintah 

adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan 

akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya 

barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang 

publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui 

anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, 

selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.
23
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Berkaitan dengan pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan 

perekonomian dan pendapatan, beberapa tokoh ekonom mengemukakan 

teorinya seperti teori Adolf Wenger yang menyatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama akan semakin meningat. 

Menurutnya, dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita 

meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, 

hal ini disebabkan karena pmerintah harus mengatur hubungan yang timbul 

dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. 

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut 

organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah 

sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain 

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan 

ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupn 

tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam 

keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah 

yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi 

semakin besar. Maka pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan menjadi 

belanja langsung dan belanja tidak langsung jika meningkat maka 

menyebabkan GNP (dalam penelitian ini adalah output) meningkat pula. Teori 

Peacock dan Wiseman mengenai pengeluaran pemerintah sering disebut 

sebagai The Displacement Effect, dimana teori ini didasarkan pada suatu 

pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran, sedangkan 
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masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. 

D. INFLASI 

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi 

kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa 

yang biasa terjadi jika permintaan bertambah disbanding dengan jumlah 

penawaran atau persediaan barang dipasar, dalam hal ini lebih banyak uang 

yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibandingkan dengan 

jumlah barang dan jasa.
24

 

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus 

menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Rahardja dan 

Manurung mengatakan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-

barang yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi biasanya menunjuk pada 

harag-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga 

pedagang besar, upah, harga, aset dan sebagainya).
25

 

Menurut Zakaria, inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian 

dimana tingkat harga dan biaya-biaya umum naik, misalnya naiknya harga 

beras, harga bahan bakar, harga mobil, uoah tenaga kerja, harga tanah, sewa 

barang-barang modal. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu 

menarik dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap 
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makro ekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya 

saing, tingkat bunga dan bahkan distribusi pendapatan.
26

 

Sedangkan menurut Sukirno inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang 

dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan 

dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang 

memburu barang yang terlalu sedikit.
27

 

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para tokoh ekonomi 

diatas bisa disimpulkan bahwa inflasi merupakan fenomena kenaikan dalam 

harga barang dan jasa secara terus-menerus seperti naiknya harga beras, harga 

bahan bakar, harga mobil, upah tenaga kerja, harga tanah, sewa barang-barang 

modal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, 

daya saing, tingkat bunga dan bahkan distribusi pendapatan. 

Terdapat berbagai macam jenis inflasi. Beberapa kelompok besar dari 

inflasi adalah :  

1. Policy induced, disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa 

merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya. 

2. Cost-push inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi 

walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan 

kapasitas produksi rendah. 

3. Demand-pull inflation, disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan 

yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. 
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4. Inertial inflation, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai 

kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan 

dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, 

kenaikan inflasi akan terus berlanjut. 

Menurut Sukirno, berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan 

harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk 

berikut ini:
28

  

1. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa 

perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi 

menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan 

pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang 

dan jasa. Pengeluaran yang berlebih ini yang akan menimbulkan inflasi. 

2. Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian 

berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. 

3. Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang 

mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam 

kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan 

harga minyak. 

Menurut T.Gilarso dalam bukunya menyatakan kenaikan harga umum 

yang disebut inflasi, yang dikaitkan dengan terganggunya keseimbangan antara 

arus uang dan arus barang dapat berasal dari empat faktor:
29
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1. Segi produksi atau arus barang (segi supply). Misalnya karena adanya 

perang, panen gagal, ada hama/banjir/bencana alam, kemacetan 

transportasi, perubahan teknik produksi dan sebagainya. 

2. Segi permintaan (demand). Kelebihan (atau kekurangan) permintaan 

masyarakat, misalnya karena adanya perubahan selera konsumen atau 

mode (C), karena perubahan tingkat investasi akibat perkembangan 

teknologi (I), karena defisit APBN (G), karena ekspor lebih besar (atau 

lebih kecil) daripada impor (Xn), karena paandangan para pengusahayang 

optimis (atau pesimis). Ini semua mempengaruhi permintaan dan 

pembelanjaan masyarakat (tingkat C, I, G dan Xn) 

3. Segi harga. Misalnya karena kenaikan gaji pegawai negeri , yang disusul 

(biasanya kenaikan harga bahan-bahan dasar, misalnya karena penetapan 

BBM yang segera nmerambat kesemua sektor lain, penetapan kenaikan 

tarif pengangkutan umum, tarif dasar listrik dan sebagainya. Juga karena 

kenaikan kurs valuta asing yang mempengaruhi harga semua barang impor 

dan menjalar kesemua sector lainnya, juga yang tidak ada hubungan 

dengan impor. 

4. Segi uang. Misalnya karena ekspansi jumlah uang beedar oleh pemerintah 

yang lebih cepat daripada yang dapat diresap oleh dunia usaha dan 

masyarakat. 

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu tingkat 

perubahan daritingkat bunga secara umum. Kalangan monetaris menganggap 

bahwa untuk menstabilkan harga-harga pertumbuhan jumlah uang yang 



39 
 

 
 

beredar di kontrol secara hati-hati. Namun hal ini sulit diimplementasikan, 

karena hubungan antara ukuran-ukuran uangberedar yang diidentifikasikan 

oleh kalangan-kalangan monetaris dengan tingkat inflasi biasanya rusak setelah 

pengambil keputusan menargetkan inflasi itu.
30

 

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu tingkat 

perubahan dari harga umum, dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut : 

 Rate of inflation = Tingkat harga t – Tingkat harga t-1 X 100  

     Tingkat harga t-1 

 

Para ekonom cenderung lebih senang mengguakan “implicit Gross 

Domestic Product Deflator” atau GDP deflator untuk melakukan pengukuran 

tingkat inflasi. GDP deflator adalah rata-rata harga dari seluruh barang 

tertimbang dengan kuantitas barang-barang tersebut yang betul-betul dibeli. 

Perhitungan dari GDP deflator ini sangat sederhana, persamaannya adalah 

sebagai berikut : 

Implicit Price Deflator = Nominal GDP X 100 

    Riil GDP 

Menurut Kurniawan jenis inflasi menurrut derajatnya dibagi menjadi 

empat yaitu inflasi ringan dibawah 10%, inflasi sedang 10% - 30%, inflasi 

tinggi 30% - 100%, Hyperinflation diatas 100%. Laju inflasi tersebut bukanlah 

suatu standar yang secara mutlak dapat mengindikasikan parah tidaknya 

dampak inflasi bagi perekonomian disuatu wilayah tertentu, sebab hal itu 
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sangat bergantung pada beberapa bagian dan golongan masyarakat manakah 

yang terkena imbas (yang menderita) dari inflasi yang terjadi.
31

  

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah 

menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para 

penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian 

secara keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat yang 

muncul dari inflasi yang tinggi >10% per tahun yaitu : 

1. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat 

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah 

semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, 

kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan 

menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.  

2. Memperburuk distribusi pendapatan 

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan 

nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang 

akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi bagi pemilik kekayaan tetap 

dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya. 

Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan 

diantara golongan yang berpendapatah tetap dengan para pemilik 

kekayaan tetap akan menjadi semakin tidak merata. 
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3. Terganggunya stabilitas ekonomi 

Pengertian sederhana dari stabilitas ekonomi adalah sangat kecilnya 

tindakan spekulatif dalam perekonomian. Produsen berproduksi pada 

kapasitas penuh (optimal). Konsumen juga memakai barang dan jasa 

optimal dengan kebuttuhan mereka. Kondisi nyaman ini mulai terganggu 

bila inflasi yang relatif tinggi telah menjadi kronis. Inflasi mengganggu  

stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan 

(ekspektasi) para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis membutuhkan 

perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus naik. 

Usaha untuk mengatasi inflasi harus dimulai dari penyeba terjadinya 

inflasi supaya dapat dicari jalan keluarnya. Secara teoritis untuk mengatasi 

inflasi relatif mudah yaitu dengan cara mengatasi pokok pangkalnya, 

mengurangi jumlah uang yang beredar. Berikut ini kebijakan yang diharapkan 

dapat mengatasi inflasi:
32

 

1. Kebijakan Moneter, segala kebijakan pemerintah dibidang moneter dengan 

tujuan menjaga kestabilitasan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat seperti, (a) Politik diskonto, dengan mengurangi jumlah uang yang 

beredar dengan cara menaikkan suku bunga bank, hal ini diharapkan 

permintaan kredit akan berkurang; (b) Operasi pasar terbuka, mengurangi 

jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI; (c) Menaikkan 

cadangan kas, sehingga uang yang diedarkan oleh bank umum menjadi 

berkurang; (d) Kredit selektif, politik bank sentral untuk mengurangi jumlah 
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uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit; (e) Politik 

sanering, ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi; 

2. Kebijakan fiskal, dapat dilakukan dengan cara antara lain, (a) Menaikkan 

tarif pajak, diharapkan masyarakat akan menyetor uang lebih banyak kepada 

pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah 

uang yang beredar; (b) Mengatur penerimaan dan pngeluaran pemerintah. 

(c) Mengadakan pinjaman pemerintah. 

3. Kebijakan non moneter bisa dilakukan melalui, (a) Menaikkan hasil 

produksi, pemerintah memberikan subsidi kepada industri untuk lebih 

produktif dan menghasilakn output yang lebih banyak, sehingga harga akan 

menjadi turun; (b) Kebijakan upah, pemerintah menghimbau kepada serikat 

buruh untuk tidak meminta kenaikan upah disaat sedang inflasi;                            

(c) Pengawasan harga, kebijakan pemerintah dengan menentukan harga 

maksimum bagi barang-barang tertentu. 

E. Bisnis Internasional 

1. Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar 

dua atau lebih negara dipasar dunia. Dewasa ini hampir tidak ada negara 

yang mampu memnuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa mengimpor 

barang atau jasa dari negara lain.
33

 

Ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab merkantilisme yaitu 

ahli-ahli ekonomi yang hidup disekitar abad ke enambelas dan ke 
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tujuhbelas, berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber 

kekayaan untuk suatu negara. Menurut mereka suatu negara dapat 

memepertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya keluar 

negeri.
34

   

Setelah mazhab merkantilisme, ahli-ahli ekonomi klasik 

menganalisis lebih dalam lagi tentang perdagangan luar negeri dalam 

perekonomian. David Ricardo telah mengemukakan pandangan - pandangan 

yang lebih logis untuk menerangka perlunya perdagangan luar negeri dalam 

mengembangkan perekonomian yaitu spesialisasi dan perdagangan. 

Berdasarkan kepada teori Ricardo tersebut, negara-negara digalakkan 

menjalankan sistem perdagangan bebas. Yang dimaksudkan dengan 

perdagangan bebas adalah sistem perdagangan luar negeri dimana setiap 

negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan perdagangan, tidak 

terdapat sebarang pajak dan peraturan-peraturan yang melarang ekspor dan 

impor.
35

 

Teori perdagangan internasioanl adalah salah satu teori ekonomi 

yang mencoba menjelaskan bagaimana interaksi perdagangan satu negara 

denga negara lain yang menitik beratkan pada kajian tentang dasar 

perdagangamn (basis for trade), Keuntungan perdagangan (gain form trade) 

dan pola perdagangan (pattern of trade). Teori perdagangan internasional 

secara luas juga akan menjelaskan bagaim,ana lalu lintas perdagangan 
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internasional (ekspor impor) mempengaruhi struktur ekonomi suatu negara 

dan akhirnya secara simultan memberikan dampak terhadap pertumbuhan 

ekonomi suatu negara.
36

 

Manfaat dari perdagangan internasional ini biasa disebut dengan 

gains from trade. Secara teoritis suatu negara melakukan ekspor apabila 

produksi dalam negerinya melebihi konsmsi dalam negerinya. Dengan 

kondisi tersebut, produsen dalam suatu negara mempunyai peluang untuk 

memasarkan barangnya keluar negeri.Sebaliknya suatu negara akan 

mengimpor apabila produksi dalam negerinya tidak bisa memenuhi 

permintaannya dalam negeri.
37

 

Menurut Kurniawan secara umum ada dua keunggulan  dari 

perdagangan internasional, yang pertama adalah keunggulan absolut yaitu 

keunggulan suatu negara dalam menyediakan suatu produk karena hanya 

negara tersebut yang dapat menyediakan produktersebut atau ketika negara 

tersebut menjual suatu peoduk dengan harga yang lebih rendah dari negara 

lain.  Didalam dunia nyata hanya sedikit negara yang yang mempunyai 

keunggulan absolut.  

Keuntungan yang kedua adalah keuntungan komparatif yaitu 

keuntungan yang diperoleh suatu negara dimana negara tersebut 

memperoleh keuntungan yang paling besar atau kerugian yang paling 

sedikit dalam menjalankan perdagangan internasional. Agar dapat 
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memperoleh keuntungan komparatif, suatu negara harus berkonsentrasi pada 

produk yang paling menguntungkan dan hanya mengimpor produk-produk 

yang dibutuhkan.
38

 

Menurut Sukirno, manfaat perdagangan internasional antara lain    

(a) Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dinegeri sendiri;        

(b) Memperoleh dari keuntungan dari spesialisasi; (c) Memperoleh pasar 

dan menambah keuntungan; (d) Transfer teknologi modern. 

2. Neraca Perdagangan 

Neraca perdagangan adalah perbandingan antara impor dan ekspor 

dari suatu negara dalam perdagangan dunia, ataupuin juga utang piutang 

yang terjadi karena pengiriman barang dagangan keluar negeri.
39

 

Neraca perdagangan biasa disebut juga ekspor neto menurut pakar 

ekonomi. Adapun pengertian ekspor neto menurut Rahardja dan Manurung 

adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor yang positif 

menunjakkan bahwa ekspor lebih besar daripada impor. Begitu juga 

sebaliknya, perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian 

melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia).
40

 

Neraca perdagangan menjadi indikator yang penting dalam suatu 

perekonomian, sebab dapat menggambarkan perolehan devisa dan 
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pengeluaran devisa. Devisa meupakan kapital yang berpengaruh terhadap 

berkelanjutan pembangunan suatu negara. 

a. Ekspor 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang 

Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah 

pabean, dan barang yang telah diangkut atau akan dimuat disarana 

pengangkutan untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di 

ekspor.
41

  

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara 

mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan 

memenuhi ketentuan yang berlaku. Fungsi komponen ekspor dari 

perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan 

pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output 

yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan 

pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan. 

Ekspor adalah barang dan jasa yang dihasilkan disebuah negara 

kemudian dijual ke negara lain, hasil dari ekspor berupa devisa yang 

dapat digunakan sebagai penukar atas barang dan jasa dari negara lain 

(melakukan impor), menyelesaikan utang dan menjalankan 

pembangunan. 
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Besarnya ekspor memberikan gambaran tentang besarnya 

permintaan luar negeri terhadap produk domestik. Karena itu besarnya 

ekspor sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang berada diluar 

kendali kekuatan domestik, misalnya pendapatan nasional negara tujuan 

ekspor, harga relatif dan selera. 

b. Impor 

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 impor adalah 

kegiatan memasukkan barang kedalam wilayah republik indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udaradiatasnya, serta tempat-

tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan-landasan 

kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini. 

Adapun pengertian impor secara terperinci adalah kegiatan 

perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang kewilayah 

pabean indonesia yang dilakukan oleh perorangan dan perusahaan yang 

bergerak dibidang ekspor impor denga mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yangberlaku yang dikenakan bea masuk. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan, 

diantaranya yaitu:  

1. Kurs Riil 

Kurs riil (real exchange rate) adalah harga relatif dari barang-

barang diantar dua negara. Kurs riil menyatakan tingkat dimana antara 
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negara dapat memperdagangkan barang-barang yang dihasilkannya 

sehingga terkadang kurs riil disebu terms of made. 

Kurs riil berhubungan dengan neraca perdagangan sebab kurs 

riil berkaitan dengan harga pokok suatu negara dipasar internasional, 

jika kurs riil sutu negara negara rendah, maka harga produk negara 

tersebut relatif lebih murah sehingga penduduk domestik hanya akan 

membeli sedikit produk impor. 

Menurut Hapsari dan Kurnia secara teoritis penurunan nilai 

tukar rupiah terhadap mata uang asing akan mengoreksi defisit neraca 

perdagangan. Surplus neraca perdagangan dianggap sebagai kondisi 

yang favourable karena akan mengakibatkan nilai tukar domestik 

apresiasi. Sebaliknya, defisit neraca perdagangan dianggap sebagai 

kondisi yang unfavourable karena menyebabkan mata uang domestik 

depresi. Oleh karenanya, pemerintah melakukan kebijakan 

penyesuaian dalam balance of trade agar mencapai equilibrium 

keseimbangan neraca perdagangan.
42

 

2. Pendapatan Domestik 

Produk Domestik Bruto merupakan ukuran atau cerminan dan 

kinerja ekonomi suatu negara, tujuan PDB adalah meringkas aktivitas 

ekonomi dalam niali uang tunggal selama periode waktu tertentu. 

PDB dapat dihitung dengan cara melihatnya sebagai pendapatan total 
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dari setiap orang didalam perekonomian atau melihat PDB sebagai 

pengeluaran total atas barang dan jasa didalam perekonomian. 

Keterkaitan PDB dengan neraca perdagangan dapat dilihat dari 

rumus Y=C+I+G+(X-M), dimana pada persamaan tersebut (X-M) 

adalah neraca perdagangan. Dimana (X) ekspor akan memberikan 

sumbangan yang positif terhadap PDB sedangakan impor (I) akan 

memberikan sumbangan negatif. Ekspor akan menaikkan PDB seiring 

peningkatannya, sedangkan impor akan menurunkan PDB seiring 

peningkatannya. Namun kenaikkan ekspor impor, sebab kenaikkan 

PDB didorong oleh kegiatan investasi. 

Secara teoritis peningkatan pendapatan domestik akan 

meningkatkan permintaan domestik terhadap barang impor sehingga 

menurunkan keseimbangan neraca perdagangan. Dalam kasus di 

indonesia, meningkatkan pendapatan domestik mendorong 

peningkatan barang ekspor dan impor. 

Peningkatan dan penurunan ekspor neto (baik nilai ekspor 

maupun  nilai impor itu sendiri) suatu negara dipengaruhi beberapa 

faktor, diantaranya selera konsumen barang-barang yang diproduksi 

luar dan domestik, harga barang, kurs, pemasukan konsumen di dalam 

dan luar negeri, biaya impor negara dan kebijakan pemerintah untuk 

menghadapi perdagangan lintas negara.
43
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d. Faktor lain yang mempengaruhi neraca perdagangan 

Neraca perdagangan sebagai refleksi kinerja ekspor impor yang 

mampu mempengaruhi perekonomian juga dipengaruhi oleh faktor non 

ekonomi, diantaranya politik, dan peraturan, yakni aturan liberalisasi 

perdagangan dan kondisi eksternal indonesia yaitu krisi ekonomi.  

1. Liberalisasi Perdagangan 

Liberalisasi perdagangan adalah pembebasan perdagangan dari 

segala hambatan, baik hambatan tarif maupun hambatan non tarif 

yang dilakukan sepihak dan banyak pihak. Sedangkan kebijakan 

liberalisasi perdagangan adalah kebijakan yang mengikis berbagai 

bentuk hambatan perdagangan, bila diterapkan secara utuh maka arus 

komoditi perdagangan dan investasi dalam bentuk modal, barang dan 

jasa akan bebas masuk antar negara tanpa habatan tarif maupun non 

tarif. 

Kegiatan liberalisasi perdagangan memberikan dampak 

peningkatan kesejahteraan bagi negara yang melakukannya, keyakinan 

tersebut berdasarkan anlisa ekonomi yang menunjukkan perdagangan 

bebas akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara. 

Dampak yang bisa dirasakan oleh suatu negara akibat liberalisasi akan 

tercermin dalam neraca perdagangan. 

2. Krisis Ekonomi 

Krisis ekonomi merupakan suatau gejala dimana 

perekonomian secara umum akan menurun, yang ditandai dengan 
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depresiasi nilai rupiah terhadap mata uang asing yang cukup 

signifikan. Krisis ekonomi membawa dampak yang cukup sinifikan 

terhadap kinerja ekspor impor di Indonesia. Jika terjadi depresiasi 

nilai tukar suatu negara,  maka produk negara tersebut akan memiliki 

daya saing yang tinggi sebab harganya menjadi lebih murah jika 

dibandingkan dengan produk negara lain.  

F. Kajian Penelitain Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan 

penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir atau kerangka konseptual dalam 

pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan 

perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang 

pengaruh pengeluaran pemerintah, inflasi dan neraca perdagangan terhadap 

gross domestic product (GDP) Indonesia. Untuk kelengkapan data dalam 

penyusunan skripsi ini diperlakukan sumber dari penelitian yang relevan yaitu 

sebgai berikut.  

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap GDP 

Penelitian yang dilakukan oleh Azwar yang bertujuan untuk 

menganalisa dampak peran pemerintah melalui pengadaan barang/jasa 

terhadap perekonomian Indonesia yang diwakili oleh pertumbuhan 

ekonomi (PDB) serta menganalisa dampak pertumbuhan ekonomi 

terhadap pengadaan barang dan jasa dalam hubungan timbal balik diantara 

keduanya dengan menggunakan metode analisis kuantitatif model Vector 

Autoregressive (VAR) mendapatkan hasil bahwasanya shock atau 
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perubahan nilai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah berdampak 

positif terhadap perekonomian Indonesia. Respon positif perekonomian ini 

berlangsung cepat dan terus berlangsung dalam jangka panjang secara 

permanen, di mana 91,12% variasi pembentukan indikator perekonomian 

Indonesia (pada akhir periode penelitian), berasal dari sektor pengadaan 

barang/jasa pemerintah.
44

 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Sari dengan 

tujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor, 

infrastruktur jalan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan nasional 

indonesia menggunakan analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil 

bahwa seperti nilai koefisien regresi untuk variabel pengeluaran 

pemerintah sebesar 1,9541 dapat diartikan setiap kenaikan pengeluaran 

pemerintah sebesar Rp 1 miliar dapat meningkatkan pendapatan nasional 

sebesar Rp 1,9541 miliar. Tingginya peningkatan pendapatan nasional 

sebagai akibat peningkatan pengeluaran pemerintah disebabkan oleh 

adanya multiplier effect pengeluaran pemerintah tidak hanya terjadi 

melalui pengeluaran investasi pemerintah, tetapi juga melalui jalur 

konsumsi pemerintah. Karena pengeluaran yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah seluruh pengeluaran pemerintah baik dalam bentuk 

pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran konsumsi pemerintah.
45
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Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina dengan tujuan 

mengkonfirmasi hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 

ekonomi dengan menggunakan metode deskriptif grafis dan pengujian 

hipotesis menggunakan uji-t menunjukkan hasil bahwa pengeluaran yang 

dilakukan pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Bentuk – bentuk pengeluaran maupun 

investasi oleh pemerintah sebagai bentuk kebijakan fiskal harus dilakukan 

dengan penuh kehati – hatian agar tidak terjadi misalokasi atau 

ketidakmerataan pendistribusian antar sektor pembangunan, mengingat 

pentingnya peran yang dimilikinya sebagai pendukung pertumbuhan 

ekonomi nasional.
46

 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggreini dengan tujuan 

menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan, 

kesehatan dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 

1970-2015 menggunakan metode ECM (Error Correction Model) 

mendapatkan hasil bahwa (1) Variabel pengeluaran pemerintah di sektor 

pendidikan berpengaruh positif terhadap PDB sebesar 1,19 % dalam 

jangka panjang dan sebesar 1,58% dalam jangka pendek. (2) Variabel 

pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap 

PDB sebesar 0,37 % dalam jangka panjang dan sebesar 0,32% dalam 

jangka pendek. (3) Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian 
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berpengaruh positif terhadap PDB sebesar 0,06 % dalam jangka panjang 

dan sebesar 0,09% dalam jangka pendek. (4)Variabel pengeluaran 

pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian secara simultan 

berpengaruh baik terhadap PDB dalam jangka panjang maupun jangka 

pendek.
47

 

2. Pengaruh inflasi terhadap GDP 

Penelitian yang dilakukan oleh Larasati dan Sulasmiyati yang 

bertujuan untuk mmenganalisis dan menjelaskan: (1) pengaruh simultan 

inflasi, ekspor, dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Bruto (PDB); 

(2) pengaruh parsial inflasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);        

(3) pengaruh parsial ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);      

(4) pengaruh parsial tenaga kerja terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Merupakan penelitian penjelasan (explanatory research) dengan 

pendekatan kuantitatif  mendapatkan hasil bahwa Inflasi mempunyai 

dampak secara parsial yang negatif signifikan terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB). Hasil perhitungan menunjukkan hasil signifikansi t Inflasi 

yang lebih kecil dari alpha (α) 0,0046 < 0,05. Nilai t hitung lebih kecil dari 

t tabel yaitu 3,068032 < -2,028094. Hal tersebut dikarenakan inflasi yang 

terjadi selama periode penelitian termasuk dalam kategori inflasi ringan 

yaitu di bawah 10%.
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Namun, penelitian diatas ada sedikit perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Karlina yang bertujuan untuk menganalisa faktor-

faktor yang mempengaruhi perubahan PDB di Indonesia, dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil 

bahwasanya Koefisien regresi Tingkat Inflasi (X2) sebesar β2 = -43.406  

memiliki probabilitas (sig.) = 0,48 Karena sign. Tingkat Inflasi (X2)  lebih 

kecil dari pada taraf uji yang digunakan dalam penelitian atau Sig. < a atau 

0,048 < 0,05 maka pengaruh Tingkat Inflasi (X2) terhadap PDB (Y) 

adalah signifikan dan T hitung (1.772) > T tabel (2,021)  à Maka H0 

ditolak dan H2 diterima atau secara parsial variabel Tingkat Inflasi (X2) 

signifikan mempengaruhi PDB (Y). 
49

 

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis yang bertujuan untuk 

mengetahui korelasi jangka pendek dan jangka panjang hubungan antara 

inflasi dan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1968 – 2012 dengan 

menggunakan uji akar unit dickey and fuller test (DF) dan augmented 

fuller test (ADF), lalu menggunakan model ECM (Error Correction 

Model) dalam pembetulan kesalahan mendapatkan hasil bahwa korelasi 

antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1968-2012 

berkorelasi negative sebesar 4,3%. Hubungan kausalitas satu arah terjadi 

pada Produk Domestik Bruto mempengaruhi Indeks Harga Konsumen. 

Sebaliknya hubungan kausalitas satu arah tidak terjadi terhdap Indeks 
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Harga Konsumen mempengaruhi Produk Domestik Bruto di Indonesia 

tahun 1968-2012. Hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara 

inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terdapat secara signifikan.
50

 

Penelitian yang dilakukan oleh Yudisthira dan Budhiasa yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara konsumsi, investasi, dan 

inflasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan menggunakan 

teknik analisis Two Stage Least Square (TSLS) mendapatkan hasil bahwa 

Variabel konsumsi dan investasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan variabel inflasi 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB). Besarnya R-squared pada hasil estimasi model PDB adalah 

sebesar 0.986631, yang berarti bahwa 98.6631 persen perubahan nilai 

PDB di Indonesia secara bersama-sama mampu dijelaskan oleh variabel 

independen yang digunakan dalam model, yaitu investasi, konsumsi, dan 

tingkat inflasi. Sedangkan sisanya sebesar 1.3369 persen dapat dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, seperti tingkat 

ekspor, pengeluaran pemerintah, dan lain-lain.
51

  

3. Pengaruh neraca perdagangan terhadap GDP 

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika dkk dengan tujuan 

menganalisis perkembangan Nilai Ekspor Neto, Pertumbuhan Ekonomi 
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dan Nilai Tukar rupiah terhadap US dollar di Indonesia dengan 

menggunakan metode analisis Library Research dan data diolah secara 

deskriptif dan kuantitatif memberikan hasil bahwa  Dari hasil uji koefisien 

determinasi atau R square sebesar 0,659 memperlihatkan bahwa perubahan 

pertumbuhan nilai tukar 65,9% diantaranya ditentukan oleh variabel 

ekspor neto sedangkan sisanya 34,1% di tentukan oleh variabel lainnya, 

dari hasil Uji signifikansi statistik untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan Uji t hitung diperoleh nilai t hitung sebesar 5,73 dengan 

probability 0,000 artinya variabel nilai ekspor neto tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
52

 

Penelitian yang dilakukan oleh Affandi dkk yang bertujun untuk 

mengetahui pengaruh ekspor, impor dan jumlah penduduk terhadap 

produk domestik bruto Indonesia dengan menggunakan metode analisis 

parameter Generalized Least Square (GLS). mendapatkan hasil bahwa 

variabel ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB 

Indonesia, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

PDB Indonesia sedangkan impor berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap PDB Indonesia. Nilai koefisien determinasi  (Adj.R
2
= 0.9464) 

menunjukkan bahwa PDB Indonesia sebesar 94,64 persen dipengaruhi 
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oleh ekspor, impor dan jumlah penduduk, sedangkan sisanya 5,36% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.
53

 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh dari variabel Ekspor Neto terhadap PDB 

sebelum dan setelah krisis finansial global 2008 tanpa mengabaikan 

peranan dari PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah, dengan 

menggunakan model analisis data Mitiple Reggression Analisys (Regresi 

Berganda) dengan menggunakan log linear. Hasil penelitian ini 

menunjukkan hubungan ekspor neto dengan Produk Domestik Bruto 

menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan, yakni ketika ekspor 

neto naik sebesar US$ 1 Juta/tahun maka PDB akan turun sebesar         

US$ -9.14E-04 /tahun. Pengaruh ekspor neto yang negatif terhadap PDB 

disebabkan karena nilai ekspor neto yang fluktuatif dan sempat mengalami 

deficit dari tahun 2012 hingga 2015.
54

 

Penelitian yang dilakukan oleh Adriani yang bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh neraca perdagangan dan capital flow terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada jangka pendek dan jangka 

panjang, juga menganalisis respon pertumbuhan ekonomi jika terjadi 

perubahan pada neraca perdagangan dan capital  flow, model analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode VAR (Vector Auto 
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Regression) yang dilanjutkan dengan metode VECM (Vector Error 

Correction Model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa neraca 

perdagangan riil pada jangka pendek tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap GDP riil. Pada jangka panjang, neraca perdagangan riil 

mempunyai pengaruh negatif terhadap GDP riil yang signifikan secara 

statistik. Melalui hasil tes Impulse Response Function (IRF) diketahui 

bahwa estimasi respon GDP riil terhadap perubahan variabel neraca 

perdagangan riil menunjukkan bahwa pada periode awal hingga periode 4, 

perubahan neraca perdagangan riil akan berpengaruh positif terhadap GDP 

riil. Namun pada periode 5 hingga periode 30, perubahan neraca 

perdagangan riil justru akan berpengaruh negatif terhadap GDP riil.
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G. Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 
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H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesisi penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling 

tinggi tingkat kebenarannya.  

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Gross Domestic Product 

(GDP) di Indonesia. 

2. Inflasi berpengaruh terhadap Gross Domestic Product (GDP) di Indonesia. 

3. Neraca perdagangan berpengaruh terhadap Gross Domestic Product (GDP) 

di Indonesia. 

4. Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Neraca Perdagangan berpengaruh 

terhadap Gross Domestic Product (GDP) 

 

 


